
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 

NOMOR  21  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA 

UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL   

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU  
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATU, 

 

 

Menimbang  :  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan 

dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan 

terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin dan administrasi pemerintahan yang ancaman 

hukuman disiplinnya sedang dan berat, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Batu tentang Pelimpahan Sebagian 

Wewenang Pembentukan Tim Pemeriksa untuk 

melakukan Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6041); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  23  Tahun  

2007  tentang  Pedoman  Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Dalam 

Negeri  Nomor  8  Tahun  2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  23  

Tahun  2007  tentang  Pedoman  Tata Cara 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016   

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota 

Batu; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN 

SEBAGIAN WEWENANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMERIKSA UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BATU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Batu. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu. 
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7. Inspektur adalah Inspektur Kota Batu. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, 

atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban 

dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, 

baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam 

kerja. 

10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

11. Pelimpahan Sebagian Wewenang adalah pelimpahan 

sebagian wewenang Pembentukan Tim Pemeriksa 

untuk melakukan pemeriksaan dari Walikota kepada 

Inspektur Kota Batu. 

12. Atasan Langsung adalah Pejabat selaku atasan 

langsung dari PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin. 

13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu. 

14. Tim Pemeriksa adalah Tim yang melakukan 

pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENGATURAN 

Pasal 2 

 

(1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah 

pelimpahan sebagian wewenang pembentukan Tim 

Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diduga 

melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran 

administrasi pemerintahan dengan ancaman hukuman 

disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya 

Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu dengan 

kepangkatan paling tinggi IV/b, dan Fungsional 

Umum/Pelaksana dengan kepangkatan paling tinggi 

IV/b. 
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(3) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur. 

 

Pasal 3 

 

Pelimpahan wewenang Pembentukan Tim Pemeriksa 

untuk melakukan pemeriksaan bertujuan untuk: 

a. melaksanakan fungsi pembinaan terhadap PNS sebagai 

aparatur pemerintah daerah secara hirarki diawali dari 

atasan langsung; 

b. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap disiplin 

PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; dan 

c. melaksanakan tugas yang dilimpahkan dari Walikota 

sesuai dengan kewenangan demi terselenggaranya 

penyelenggaraan pemerintah daerah. 

 

 BAB III 

WEWENANG 

 

Pasal 4 

 

Inspektur mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan 

langsung, unsur dari Inspektorat, unsur dari Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, atau pejabat lain yang ditunjuk; dan 

b. melakukan pembinaan terhadapat PNS yang diduga 

melakukan pelanggaran disiplin  dan administrasi 

pemerintahan. 

 

BAB IV 

PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Pemeriksaan 

 

Pasal 5 

  

(1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang 

ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. 

(2) Sebelum dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atasan langsung wajib melakukan 

pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin yang dilakukan secara tertutup dan 

hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.  

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan 

dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani 

oleh terperiksa dan Tim Pemeriksa. 
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Bagian Kedua 

PELAPORAN 

 

Pasal 6 

 

Terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim 

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

dilaporkan oleh Inspektur kepada Walikota secara tertulis 

dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu 

 

    

Ditetapkan di Batu 

 pada tanggal 22 Maret  2018 

   WALIKOTA BATU, 

 

       ttd 

 

          DEWANTI RUMPOKO 

 

 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal    22 Maret   2018 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

ALWI 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 21/E 

 

 

 

 


